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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat  

ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1.  Efektivitas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dalam penerapan asas monogami di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu belum 

juga efektif, sebab masih banyak orang-orang yang melanggar aturan 

tentang perkawinan yang sudah ada. Dan itu dibuktikan dengan adanya 

data-data yang peneliti dapatkan secara langsung di Desa Lobuto 

Kecamatan Biluhu, dimana masih banyak orang yang kawin poligami dan 

masih banyak pula masyarakat yang tidak paham terhadap aturan hukum 

yang berhubungan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas monogami dalam 

pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu adalah factor 

internal dan factor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat 

penerapan asas monogami di Desa Lobuto yaitu factor yang berasal dari 

diri masyarakat itu sendiri. Sedangkan factor eksternal yang menghambat 

penerapan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto 

Kecamatan Biluhu adalah factor yang berasal dari luar masyarakat. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan 

saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu : 

1. Hendaknya pejabat dilingkungan Pengadilan Agama secara intens 

melakukan sosialisasi terkait pentingnya perkawinan monogami, hal ini 

juga menghindari semakin banyaknya kasus perkawinan poligami maupun 

perkawinan jenis lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, 

pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk 

melakukan pembinaan terhadap rumah tangga demi menekan terjadinya 

angka perkawinan poligami sebagaimana yang tercantum dalam undang-

undang nomor 1 tahun 1974  dan yang sebagaimana yang di perboleh 

adalah perkawinan monogami. 
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